
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya.
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS POKOK : Menyusun pengoordinasian penyusunan

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, 
membantu pelaksanaan tugas dan wewenang 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang 
administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan 
administratif dan pembinaan sumber daya ASN 
di bidang administrasi pengadaan barang/jasa.

FUNGSI : a. pengoordinasian penyusunan dan analisis
kebijakan Daerah di bidang pengelolaan 
Pengadaan Barang/ Jasa, pengelolaan Sistem 
Pengadaan Barang/jasa, pembinaan dan 
advokasi Pengadaan Barang/ Jasa;

b. penggoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang pengelolaan 
Pengadaan barang/jasa, pengelolaan Sistem 
Pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang/jasa;

c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
bidang administrasi pengadaan barang/jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Daerah di bidang pengelolaan 
Pengadaan barang/Jasa, pengelolaan Sistem 
Pengadaan barang/Jasa, dan pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan pelayanan administratif dan 
pembinaan sumber daya ASN di bidang 
pengelolaan Pengadaan barang/jasa, 
pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa 
dan pembinaan dan advokasi Pengadaan 
barang/jasa; dan

f. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh 
Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan 
fungsinya.
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TUJUAN DAN 
SASARAN 

STRATEGIS

INDIKATOR 
KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi 

Pengukuran, Tipe Penghitungan dan 
Sumber Data)

(1) (2) (3)

Tujuan :
Meningkatkan 
Efektiiitas 
Manajemen 
Pemerintahan 
Daerah

Persentase 
capaian kinerja 
perangkat daerah

• Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengukur 
Efektivitas Capaian kinerja Perangkat Daerah 
dalam memberikan Pelayanan Pengadaan 
Barang/ Jasa di Provinsi Jawa Tengah.

• Formulasi Pengukuran :
Jumlah target IKU Perangda yang tercapai 
dibagi Jumlah Target IKU Perangda dikalikan 
100%

• Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif

• Sumber Data :
Biro Aministrasi Pengadaan Barang/Jasa

Sasaran :
Meningkatnya 
efektifitas dan 
akuntabilitas 
penyelenggaran 
pemerintahan 
daerah

Persentase 
efektifitas 
pelayanan 
pengadaan 
barang/jasa

• Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian 
efektifitas pelayanan pengadaan barang/jasa.

• Formulasi Pengukuran :
Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang 
terlaksana sesuai SOP dibagi paket pengadaan 
barang/jasa yang difasilitasi Biro Administrasi 
Pengadaan Barang/Jasa dikali 100%.

• Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif

• Sumber Data :
Biro Aministrasi Pengadaan Barang/Jasa

95


